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Diwarisi beban krisis ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung – berupa output loss selama periode, pemerintah pasca-Suharto dipaksa untuk berkonsentrasi pada konsolidasi kebijakan makroekonomi – khususnya konsolidasi fiskal, reformasi dan restrukturisasi perbankan, dan usaha untuk menurunkan tingkat inflasi. Usaha-usaha tersebut tergolong sukses terlihat dari pelbagai indikator makroekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengalami akselerasi dari minus 14 pada kuartal III/1998 secara perlahan meningkat menjadi 5% pada kuartal II/2004. Gambaran lebih mengesankan terlihat pada perkembangan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto nonmigas yang telah mampu tumbuh di atas 5% pada kuartal II/2004. Keadaan yang sama juga terlihat pada indikator lain seperti stabilisasi tingkat inflasi di sekitar 5-7% dalam dua tahun terakhir dan begitu pula nilai tukar yang telah mendekati tingkat keseimbangan dan menurun tingkat volitilitasnya.​[2]​  

Walaupun tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 33% pada akhir tahun 1998 menjadi sekitar 16% pada tahun 2004, tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dari keadaan sebelum krisis walaupun sejak tahun 2003 telah memperlihatkan kestabilan menurut data terakhir. Ada beberapa penjelasan mengapa meski laju pertumbuhan ekonomi (khususnya nonmigas) membaik tetap tidak terlihat dalam peningkatan kesempatan kerja yang memadai. Pertama, sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi umumnya berasal dari konsumsi masyarakat dan pemerintah, bukan berasal dari peningkatan kapasitas perekonomian. Akibatnya penciptaan lapangan kerja baru cenderung minimal dan cenderung hanya mempertahankan lapangan kerja yang ada. Kedua, perubahan dalam pendulum demokrasi diikuti dengan perubahan dalam posisi tawar dalam peta bisnis di Indonesia. Kekuatan tawar dalam konstelasi politik pembuatan kebijakan bergeser dari probisnis menjadi proburuh. Perubahan konstelasi ini membuat pasar tenaga kerja semakin rigid yang berakibat terjadinya peningkatan biaya tenaga kerja relatif terhadap faktor produksi lainnya. Hal ini tercermin dari peningkatan upah riil – khususnya upah minimum di sektor manufaktur secara signifikan selama periode 3 tahun terakhir.   Peningkatan harga relatif tenaga kerja terhadap faktor produksi lain mendorong terjadinya dampak runtutan dan tambahan lain seperti pengurangan minat investasi dalam industri padat karya, meningkatnya kegiatan outsourcing, dan otomatisasi. Gejala ini terlihat dengan makin menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja per 1% peningkatan output dari sebelumnya sekitar 400 ribu untuk setiap 1% laju pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 250 ribu per 1 % laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penurunan kemiskinan umumnya disebabkan oleh program bantuan sosial dan subsidi melalui subsidi beras  dan lain-lain. Simulasi yang dilakukan LPEM menunjukkan bahwa pencabutan subsidi beras akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan.

Pelajaran penting dari masa lalu  menunjukkan bahwa mengembalikan pertumbuhan ekonomi harus menjadi agenda utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tetapi dari pengalaman selama transisi ternyata pertumbuhan ekonomi sendiri tidak secara otomatis menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan di masa mendatang adalah pertumbuhan yang berkualitas yang dapat menyerap tenaga kerja. Keadaan ini hanya dimungkinkan jika distorsi, khususnya dalam pasar tenaga kerja, yang menyebabkan peningkatan rasio upah terhadap biaya produksi lainnya meningkat.

Tulisan ini akan melihat bagaimana agenda pertumbuhan ekonomi di masa mendatang sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai termasuk di dalamnya peranan dari Usaha Kecil dan Menengah.

Penyebab Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Selama Pascakrisis

Terdapat dua pendekatan untuk melihat penyebab terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi selama masa transisi. Pertama, dengan menggunakan dekomposisi sisi permintaan agregat. Dekomposisi ini memberikan sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat berasal dari (i)peningkatan konsumsi masyarakat; (ii)peningkatan dalam konsumsi pemerintah; (iii)peningkatan investasi, dan (iv)peningkatan net ekspor. Tiga faktor pertama dikenal dengan permintaan domestik sementara sisanya merupakan permintaan eksternal. Pendekatan kedua dengan menggunakan dekomposisi output dari sisi penawaran. Dalam pendekatan pertama akan diketahui sumber pertumbuhan selama pascakrisis dibanding dengan keadaan sebelum krisis dan perbandingan dengan negara-negara di kawasan. Sementara dengan pendekatan kedua akan diketahui sumber-sumber ekspansi kapasitas perekonomian dari sisi penawaran.

Secara umum – seperti yang ditunjukkan dalam tabel kinerja ekonomi, Indonesia tidak terlalu buruk. Data terbaru dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2003 sebesar 4,5% yang memang jauh lebih rendah dibandingkan kinerja selama periode 1990-97 yang tumbuh sebesar 8%. Kinerja yang demikian sebetulnya secara relatif juga terjadi di negara-negara lain di kawasan. Rasio laju pertumbuhan ekonomi sesudah krisis di kawasan umumnya berada di bawah 100% kecuali Philipina yang tumbuh lebih dalam periode sebelumnya. Bahkan jika laju pertumbuhan sektor nonmigas digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia.​[3]​
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1)	Untuk Indonesia, sebelum tahun 2001 menggunakan tahun dasar 1993 dan tahun dasar 2000 untuk selanjutnya
2)	Proyeksi ADI dan Penulis untuk Indonesia
Sumber: ADB, Key Economic Indicators 2004

Dekomposisi sisi permintaan juga menunjukkan pola yang serupa. Proses pemulihan ekonomi pascakrisis didorong oleh pertumbuhan konsumsi terutama konsumsi bukan makan. Pola pemulihan yang demikian tergolong normal karena beberapa hal; pertama, sebagian kenaikan konsumsi didorong oleh konsumsi yang tertunda selama periode 1998-99. Proses pemulihan ekonomi disertai dengan dampak Tobin (Tobin effect) akibat peningkatan kekayaan riil [akibat peningkatan pendapatan bunga selama periode 1998-99], telah mempertinggi tingkat konsumsi dalam periode 2000-01. Kedua, sebagian sumber konsumsi dalam periode tersebut – dan berlangsung hingga tahun 2002 – berasal dari kenaikan upah minimum regional riil yang meningkat hingga 46% dibandingkan tahun 1997. Ketiga,  kenaikan konsumsi juga berasal dari transfer dari pemerintah melalui subsidi yang dampaknya cenderung menurun sejalan dengan penurunan subsidi. Keempat, dalam periode 2002-2003 sampai saat ini ekspansi kredit konsumsi mendorong terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat khususnya konsumsi bukan makanan.




























Catatan: ** = data sementara










Yang membedakan pola pertumbuhan permintaan agregat adalah kinerja ekspor kecuali untuk tahun 2000, pertumbuhan ekspor Indonesia praktis stagnan. Sementara untuk negara-negara seperti Thailad dan Malaysia, ekspor justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor daya saing menjadi faktor utama penyebab stagnasi ekspor selama periode setelah krisis. (Basri, 2004) Penyebab lainnya berkaitan dengan keterbatasan dalam pembiayaan ekspor akibat hancurnya sistem perbankan Indonesia tahun 1997 yang menyebabkan eksportir memanfaatkan penggunaan kredit perdagangan – yang disediakan oleh pembeli – dengan konsekuensi penurunan marjin keuntungan. 

Analisis dari sisi penawaran  menggunakan formula akuntasi pertumbuhan ekonomi (growth accounting formulae). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi faktor produksi dan pertumbuhan produktivitasnya. Secara matematis, persamaan pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai:

	y = α k + (1- α ) l + a ...........................(1)

di mana y, k, l dan a secara berturut-turut menunjukkan output, kapital, tenaga kerja, dan total produktivitas faktor.

Gambar menunjukkan dua tingkat sumber utama penurunan pertumbuhan kapasitas perekonomian yaitu penurunan tingkat tabungan nasional bruto dari 27% dari PDB menjadi 20 % dari PDB. Penurunan PNB ini diikuti pula dengan capital out flows [negative foreign saving] dari positif 3% (sama dengan defisit transaksi berjalan) menjadi negatif 3% (sama dengan surplus transaksi berjalan) sehingga menyebabkan Tabungan Domestik Bruto mengalami penurunan menjadi 15% dibandingkan 30%  pada periode sebelum krisis.

Sumber penurunan kedua berasal dari penurunan indeks TFP. Penurunan indeks TFP disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (i) krisis ekonomi menyulitkan atau mengurangi minat untuk meng-upgrade teknologi, (ii) Up grading teknologi biasanya mempunyai asosiasi dengan FDI sehingga penurunan minat FDI untuk investasi di Indonesia ikut menurunkan TFP.

Ekonomi Indonesia dalam Jangka Menengah (2005-2010)

Untuk memperkirakan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah (dan panjang), kita dapat menggunakan persamaan akuntansi pertumbuhan yang sederhana. Penggunaan sisi penawaran untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada terdapatnya kemungkinan kapasitas produksi perekonomian telah terpakai sepenuhnya sehingga hanya dengan penambahan stok modal, perekonomian dapat mengalami ekspansi. 

Analisis potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah akan menggunakan persamaan akuntansi (1). Asumsikan bahwa α = 0,35 seperti yang ditunjukkan oleh Bosworth dan Collins (2003) dan total produktivitas total meningkat dengan dua skenario di mana skenario pesimis tumbuh hingga TFP tahun 2010 mendekati 70% dari TFP tahun 1996 dan skenario optimis TFP tumbuh sehingga pada tahun 2010, TFP Indonesia secara agregat telah mendekati (90%) keadaan tahun 1996 di mana TFP Indonesia mencapai puncaknya.

Asumsi lain yang secara relatif dapat dikatakan konstan adalah pertumbuhan tenaga kerja yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,8% per tahun. 

Diasumsikan pula kualitas pendidikan tidak banyak berubah dibandingkan dengan peningkatan selama periode belakangan ini. Asumsi ini didasari bahwa pelbagai survei menunjukkan bahwa – walaupun terdapat anecdotal evidence tentang kekuatiran bahwa desentralisasi menyebabkan kualitas pendidikan mengalami penurunan – kuantitas dan kualitas pendidikan cenderung bertahan dan sedikit mengalami perbaikan dibandingkan keadaan sebelum krisis ekonomi. Diperkirakan perbaikan tingkat pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Tetapi upgrading melalui kegiatan nonpendidikan dapat memberikan dampak dalam waktu yang lebih pendek terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan asumsi di atas, pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari dua sumber utama yaitu akumulasi modal (investasi) dan peningkatan produktivitas. Investasi akan berasal dari peningkatan investasi pemerintah (baik pmerintah pusat dan daerah), investasi swasta domestik dan asing di mana sebagian besar dari kebutuhan investasi sebesar 92  % dari PDB akan berasal dari sektor swasta. 

Di lihat dari komposisinya, sebagian besar dari investasi swasta akan berasal dari investasi domestik sementara investasi asing baru akan meningkat setelah tahun 2006 jika iklim usaha telah lebih baik sebagai hasil dari proses reformasi yang dilakukan oleh program pemulihan ekonomi 1997-2004, termasuk implementasi Inpres No 5 No. 2004 atau yang dikenal dengan White Paper. Sebagian dari investasi asing akan terjadi pada kegiatan ekonomi ekstraktif seperti sektor migas yang diperkirakan akan mengalami peningkatan produksi mulai tahun 2004/05 mendatang.​[4]​






Lima ”stylized facts” dari Pertumbuhan Ekonomi

Studi klasik yang dilakukan oleh Easterly dan Levine menunjukkan ada lima fakta empirik tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama, perbedaan peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita di antara negara di dunia bukan disebabkan oleh akumulasi faktor produksi tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain yaitu total factor productivity (TFP). Pendapat ini sejalan dengan Krugman (1997) yang melihat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan berasal dari akumulasi modal (menabung) melainkan berasal dari peningkatan produktivitas melalui inovasi secara terus-menerus. 

Kedua, telah terjadi divergensi yang makin besar dari PDB per kapita dan bukan konvergensi atau konvergensi yang kondisional seperti yang diprediksi oleh teori pertumbuhan ekonomi. Hingga dewasa ini belum diketahui penyebab terjadinya divergensi ini karena argumen yang dikembangkan belum meyakinkan dan sering kali tidak konsisten satu sama lain. Dengan makin tersedianya data, diharapkan dalam waktu yang tidak lama akan diketahui penyebab terjadinya divergensi ini.

Ketiga, fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung secara terus-menerus. Siklus pertumbuhan terjadi dari waktu ke waktu. Jika dilihat antara negara yang satu dengan yang lain pola pertumbuhan ekonomi pun berbeda. Sebagian negara mampu lepas landas sementara banyak negara gagal mengalami pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan berfluktuasi, maka hal ini tidak terjadi dengan perkembangan akumulasi modal yang cenderung lebih stabil.

Keempat,  studi ini menunjukkan bahwa arus faktor produksi bergerak ke beberapa tempat yang terkonsentrasi dan membuktikan eksternalitas yang mengarah pada aglomerasi kegiatan ekonomi terjadi. Hal ini memberikan bukti pula kebijakan industrial yang mendorong terjadinya aglomerasi akan mendorong terjadinya sumber pertumbuhan ekonomi.

Kelima, peranan kebijakan ekonomi penting terutama dalam mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang bukan hanya memberikan insentif terjadinya akumulasi modal tetapi juga untuk mendorong proses inovasi.


Peningkatan produktivitas hanya dimungkinkan melalui empat pilar penting yang bekerja secara simultan. Pertama, peningkatan investasi asing biasanya disertai dengan perbaikan teknologi termasuk dalam cara pengelolaan perusahaan dan marketing. Kedua, restrukturisasi dalam perusahaan domestik mulai dari sumber pembiayaan yang makin seimbang dengan kebutuhan investasi – dengan mendorong pasar modal, perbaikan dalam praktik penyaluran kredit yang mengikuti kaidah perbankan yang prudensial dan perbaikan tata kelola perusahaan domestik serta upaya untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna. Dalam hal ini peran pemerintah lebih merupakan fungsi fasilitator dengan misalnya menciptakan lembaga pemeringkat atau sistem informasi kredit atau pelbagai fasilitas fiskal untuk meningkatkan daya tarik pasar modal. Ketiga, upaya melanjutkan restrukturisasi BUMN baik dengan mendorong tekanan kompetisi bagi BUMN maupun dengan melakukan privatisasi.  Keempat, perbaikan sumber daya manusia merupakan titik sentral dalam mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Peran pemerintah relatif menonjol dalam pilar ini mulai dari pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih meningkat hingga tingkat standar negara Asia Timur sekitar  7-8 % dari PDB dari 4% dari PDB dewasa ini, perbaikan standar pendidikan, perbaikan iklim usaha dalam kegiatan bisnis pendidikan dan pelatihan, reformasi secara total balai latihan kerja dan insentif khusus dalam bentuk tax deductable untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk meningkatkan produktivitas mitra kerjanya, terutama untuk UKM. Keempat pilar ini hanya dimungkinkan jika institusi dapat secara bertahap diperbaiki (lihat Kotak 2)




























Elemen yang dibutuhkan untuk mendorong terciptanya kewiraswastaan dan high quality growth

Pertanyaan yang bisa kita ajukan, elemen institusi apa yang kita butuhkan untuk menjamin proses pertumbuhan yang berkualitas? Dani Rodrik (2000-) berargumen terdapat enam elemen yang dibutuhkan sebagai market supporting institution, yaitu : Hak cipta (property rights) ; regulator dan kerangka regulasi ; institusi untuk stabilisasi makro ekonomi ; institusi untuk asuransi sosial, dan institusi untuk manajemen konflik. Sangat besar kemungkinan jika beberapa institusi di atas tidak “ fit “ satu sama lain. Dinamika permasalahan dan kemungkinan di atas membuat institusi menjadi dinamis pula. Institusi juga harus berubah sesuai perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

Property Right
Seperti yang dikemukakan oleh North dan Thomas (1973) dan North dan Weigast ( 1989), kepastian property right stabil merupakan elemen yang penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi dunia. Tanpa jaminan terhadap hak cipta, tidak ada satu pun  entrepreneur yang mau mengambil risiko dalam melakukan inovasi padahal inovasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan teknologi kualitas human capital dan efisiensi penggunaan modal. Ekonom institusional seperti North – pemenang Nobel Ekonomi tahun 1994 – menekankan tentang “control” dari pihak ownership. Hal ini berarti penguasaan tentang hak cipta pun sebetulnya bukanlah hak yang mutlak dan mempunyai insentif bagi entrepreneur untuk secara kontinyu melakukan proses inovasi.

Regulatory Institution 
Mekanisme pasar sempurna hanya ada di dalam buku teks. Pelbagai asumsi dalam mekanisme pasar banyak tidak terpenuhi seperti dalam kasus sektor finansial.  Jadi kita akan selalu berada dalam “second best situation ”. Karena potensi kegagalan pasar sangat besar, ekonom kemudian keluar dengan ide pembentukan institusi yaitu undang – undang yang mengatur aturan main dan pembentukan lembaga pengawas sebagai eksekutor. Hasilnya negara yang sangat bebas dalam kompetisi seperti AS justru mempunyai sistem regulasi yang sangat intensif. Sama halnya di sektor finansial dimana stereotipe kapitalisme sangat menonjol justru merupakan kegiatan ekonomi yang paling intensif tingkat regulasinya. Mesti diingat pula terutama untuk negara berkembang, institusi regulasi yang dibutuhkan juga harus mampu mengatasi coordination failures and capital market imperfection. Dalam hal ini pengembangan kerja sama pemerintah dan sektor swasta seperti yang dilakukan oleh MITI merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar. Catatan sejarah yang harus diangkat adalah bagaimana membuat mekanisme picking the winners dan exit policy terancang dengan baik dan berjalan secara transparan. Yang terakhir menjadi sangat penting berkaitan dengan munculnya masalah too big to fail  yang sering kali harus menyita biaya pemerintah untuk menyelamatkannya.

Institusi Kestabilan Makro Ekonomi
Inovasi di sisi yang paling ekstrem dan bahkan kegiatan investasi atau kegiatan ekonomi di sisi lainnya hanya bisa dilakukan dalam lingkungan makroekonomi yang stabil.  Yang juga perlu diingat adalah kestabilan makroekonomi ini menyebabkan kebijakan ekonomi lainnya cenderung diabaikan, misalnya berkaitan dengan pembentukan bank sentral yang independen atau UU yang membatasi pemerintah dalam membiayai defisit dan sebagainya.

Institusi Asuransi Sosial




Bagi negara industri yang nilai individualnya sangat tinggi, manajemen konflik dapat diatasi dengan lembaga hukum formal, tetapi bagi masyarakat komunal seperti Indonesia, hukum formal tidak cukup untuk mengatasi potensi konflik. Konflik sosial akan dapat merugikan karena dapat menyebabkan kegagalan dalam eksploitasi sumber daya ekonomi dan dapat menghambat kegiatan ekonomi karena ketidakpastian yang diciptakannya. Penciptaan institusi dapat dilakukan dengan pelbagai cara seperti penciptaan kekuasaan hukum, sistem representasi politik yang adil, institusionalisasi perlindungan terhadap kelompok minoritas.        
Sumber: Dani Rodrik, "Institutions for High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them", NBER Working Paper 7540, 2000    


Peranan UKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah

Peran UKM dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Pertama, fakta bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kontribusi UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah. Menggunakan data terakhir pada tahun 2003, UKM menyerap 99.45% tenaga kerja, tetapi hanya 58.3% dalam penciptaan nilai tambah. Akibatnya, terdapat ketimpangan yang mencolok antara produktivitas per tenaga kerja antara UKM dengan usaha besar yaitu 1:129. Seandainya produktivitas tenaga kerja dalam UKM dapat menyamai 2% saja (dari 0,8% dewasa ini) dari produktivitas usaha besar, maka nilai PDB Indonesia akan meningkat lebih dari 50% dari PDB tahun 2003. Kedua, pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan.

Sejauh ini –selama tiga tahun-- baik pertumbuhan output (nilai tambah) maupun peningkatan produktivitas UKM memang lebih baik. Namun, karena perbedaan kondisi awal yang sangat besar, perbedaan relatif dalam peningkatan produktivitas menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, jika UKM dijadikan tulang punggung perekonomian, maka peningkatan produktivitas UKM harus menjadi sentral dari kebijakan ekonomi di masa mendatang.

Bagaimana Meningkatkan Produktivitas UKM

Rendahnya tingkat produktivitas UKM di Indonesia disebabkan beberapa hal, yaitu: (Karakteristik UKM dulu)
1)	Sebagian besar kegiatan UKM khususnya usaha kecil di Indonesia adalah kegiatan transitory dan rumah tangga/individu yang belum mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Ketiadaan sistem jaminan sosial menyebabkan sektor UKM, khususnya yang sifatnya informal, menjadi tumpuan social safety net. Karakteristik ini bukan hanya tipikal Indonesia melainkan juga terjadi di negara berkembang lain termasuk Mexico (Maloney, 1977). Sifat ilegal dan transitory dari UKM menyebabkan usaha-usaha ini sukar berkembang baik berkaitan dengan motivasi pemilik UKM sendiri maupun aksesnya terhadap teknologi, modal yang sangat terbatas. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mencari pola seleksi yang tepat untuk membedakan UKM yang mau berkembang dari yang tidak.

2)	Produktivitas ditentukan oleh pelbagai kombinasi faktor produksi seperti kualitas tenaga kerja, akses terhadap modal, dan teknologi. Masalah-masalah fundamental yang dihadapi oleh UKM yang menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas UKM antara lain:
	Rata-rata pendidikan pekerja di UKM umumnya lebih rendah dibandingkan dengan UB. Lebih jauh lagi, distribusinya sangat timpang. Artinya dalam jumlah sangat kecil beberapa UKM mempunyai tingkat pendidikan yang sangat tinggi –bahkan lebih baik dari UB-- tetapi mayoritas pekerja UKM sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya kemampuan manajemen perusahaan.
	UKM umumnya memiliki kesulitan akses terhadap pembiayaan. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (i) ketiadaan informasi dari sisi perbankan terhadap kelayakan kredit dari UKM. Bank tidak memiliki cukup informasi untuk karakteristik individual UKM dan kemampuan untuk membedakan antara UKM yang prospektif atau yang hanya temporer seperti yang diuraikan sebelumnya. (ii) Masalah ketiadaan informasi sebetulnya dapat diatasi jika UKM memiliki kolateral yang memadai. Sebagian dari UKM sebetulnya memiliki kolateral fisik (tanah misalnya) yang memadai tetapi tidak memiliki legalitas terhadap aset yang dimiliki. Sebagai contoh, hanya 20% dari persil tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat. Tambahan keengganan perbankan untuk meminjamkan kepada UKM karena kesulitan dalam eksekusi kolateral karena masalah kepastian hukum yang lemah. (iii) Pelbagai masalah internal UKM sendiri terutama menyangkut pembukuan yang tertutup dan tidak rapi sehingga menyulitkan proses due dilegence untuk melihat kelayakan usaha dari UKM.
	Jika akses tersedia, umumnya UKM akan dibebani biaya yang lebih tinggi dibandingkan UM untuk mengkompensasi – biaya transaksi per unit pinjaman yang lebih besar atau risiko-risiko kegagalan kredit.

3)	Hambatan fundamental lain menyangkut akses terhadap informasi tentang kesempatan pasar, khususnya pasar ekspor. Biaya tetap untuk memperoleh informasi menempatkan UKM dalam posisi yang tidak menguntungkan relatif dibandingkan usaha lain dan meningkatkan biaya untuk masuk (entering cost) untuk pasar yang baru (unfamiliar market) [Halberg dan Konishi, 2003].

4)	UKM juga mengalami kesulitan dalam memperoleh input yang berkualitas pada harga yang kompetitif berkaitan dengan skala pembelian yang kecil maupun biaya atau ketidaktahuan UKM terhadap pasar input tersebut. [Halberg dan Konishi, 2003].

5)	Kegagalan untuk mengadopsi teknologi yang disebabkan kombinasi dan ketidakmampuan mengelola risiko kegagalan yang menyebabkan pemilik UKM menjadi penghindar risiko [risk averse], dan kegagalan informasi dan pengetahuan pemilik dan manajemen dari UKM dan kadangkala ketiadaan pembiayaan untuk mengadopsi teknologi baru.





Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, perusahaan kecil dan menengah terpaksa beroperasi dalam pasar-pasar yang berbeda dengan perusahaan besar dan UKM cenderung mengakses informasi melalui jaringan pertemuan keluarga atau perusahaan kecil lainnya. UKM cenderung:
	Mengandalkan sumber keuangan internal termasuk meminjam dari lembaga keuangan informal.
	UKM cenderung mengandalkan jasa bisnis internal.

Kebijakan Publik untuk Mengatasi Masalah UKM

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UKM dalam meningkatkan produktivitas, ada beberapa tahapan dan segmen [line of defense] kebijakan baik bersifat umum maupun spesifik serta baik di tingkat kebijakan publik maupun di tingkat perusahaan.

Kebijakan pertama bersifat umum dan bertujuan untuk memperluas kesempatan berusaha, menghilangkan diskriminasi [baik yang diakibatkan oleh kebijaksanaan pemerintah maupun kegagalan pasar], dan sekaligus mendorong formalisasi UKM. Kelompok kebijakan kedua adalah pada tingkatan perusahaan dengan memperkuat spesialisasi dan sekaligus kemitraan di antara perusahaan besar dan UKM. Kelompok ketiga merupakan kelompok kebijakan pertahanan yang terakhir [the last of line of defense] yang bertujuan memberikan penguatan [empowerment] secara selektif untuk kelompok UKM dengan meminimalkan kemungkinan distorsi dalam alokasi sumber daya dan sekaligus kemungkinan adanya kegiatan pencari rente.

Dalam kelompok pertama terdapat dua kebijakan besar yaitu perbaikan iklim investasi secara umum dan kedua kebijakan untuk menghilangkan diskriminasi UKM, terutama yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar.

Iklim investasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertama,   kelompok kebijakan pemerintah yang mempengaruhi biaya (costs) seperti pajak, beban regulasi dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi dan investasi perusahaan (finance cost), intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri atas stabilitas makroekonomi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (property right), kepastian kontrak (contract enforcement), dan hak untuk mentransfer keuntungan. Kelompok ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri atas hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur dengan baik, dan tersedianya hukum persaingan dengan efektif.

Hingga awal 1990-an, iklim investasi di Indonesia sebetulnya sebanding dengan negara-negara lain di Asia Timur, tetapi setelah  krisis ekonomi, Indonesia telah tertinggal jauh dibandingkan pesaing lama dan mulai akan disusul oleh pesaing baru seperti India dan Vietnam.

Kalau melihat komponen iklim investasi satu persatu, sebetulnya Indonesia masih belum tertinggal jauh. Namun, trend yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan menyebabkan bukan hanya persepsi yang makin buruk – yang merupakan faktor yang dominan untuk menarik investor baru – tetapi juga biaya efektif dan risiko yang harus dibayar oleh investor lama meningkat dan memaksa mereka (investor asing dan domestik) untuk meninggalkan Indonesia.

Hasil survei iklim investasi yang dilakukan Bank Dunia  (di Indonesia bersama ADB) di beberapa negara menunjukkan  fondasi utama dalam iklim investasi adalah stabilitas makroekonomi dan stabilitas dan prediktibilitas kebijakan. Yang pertama sebetulnya telah dicapai oleh pemerintah Megawati tetapi akhir-akhir ini mulai goyah akibat faktor yang kedua karena banyak kebijakan yang berubah dan sukar diprediksi. Kedua komponen ini bukan hanya merupakan komponen penting dari iklim investasi, tetapi juga memberikan fondasi untuk membaiknya komponen lain seperti biaya pembiayaan perusahaan atau peningkatan kemampuan pemerintah dalam membangun komponen institusi (pengurangan korupsi, pembangunan institusi hukum). Misalnya, jika stabilitas makroekonomi tercapai, biasanya akan diikuti dengan perbaikan rating dan country risk yang pada gilirannya akan menurunkan suku bunga pinjaman. Perbaikan prediktibilitas kebijakan menyebabkan minat investor swasta dalam membangun infrastruktur pun akan meningkat. 

Kasus stabilitas dan prediktibitas kebijakan merupakan sisi minus yang paling besar dari pemerintahan Megawati. Pertama, terjadinya perubahan yang tidak jelas dan berganti-ganti terutama, dalam hal kebijakan perdagangan dan industri. Sebagai contoh adalah kebijakan perdagangan dan industri gula dan  atau  rotan yang berubah secara ad hoc. Kedua, walaupun menurut laporan Menko Perekonomian terakhir​[5]​ 85% dari agenda kebijakan dalam White Paper tercapai, kualitas kebijakan operasional yang dituangkan dalam PP atau Kepres atau Kepmen makin menurun.  Ketiga, masalah lain berkaitan dengan desentralisasi. Banyak Bupati yang kini merasa jadi raja kecil – jangankan berpikir lebih luas untuk kepentingan jangka panjang, pada umumnya berpikir untuk kepentingan jangka pendek pun hanya untuk menyelamatkan diri agar pidato laporan pertanggunggjawabannya diterima oleh DPRD.
 
Sementara yang lain juga tergolong penting, tetapi lebih berdampak dalam jangka panjang dan dalam banyak hal kita sudah cukup kompetitif dan hanya memerlukan perubahan keinginan politik seperti mengubah jangka waktu hak penguasaan tanah menjadi 60-100 tahun seperti yang diberikan Cina.

Elemen kebijakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar meliputi:
	Membangun kerangka kebijakan, regulasi, dan perundang-undangan yang akan membantu terciptanya lembaga keuangan peserta instrumen yang inovatif termasuk modal ventura, investasi dalam jumlah kecil, dan leasing. Makin beragamnya lembaga keuangan bukan hanya akan memperluas akses UKM terhadap sumber keuangan, tetapi juga akan memperkuat kualitas pembiayaan dan kemungkinan peningkatan produktivitas karena sumber pembiayaan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan sifat risikonya. Kebutuhan dalam jangka pendek yang sangat mendesak adalah penyelesaian UU Lembaga Keuangan Mikro. Di samping itu, pemberdayaan PT PNM dan lembaga ventura dengan mempertegas kerangka legal dan business plan akan memperkaya dan memperkuat struktur industri keuangan pembiayaan UKM
	Peran aktif pemerintah dalam –masa transisi- untuk menciptakan persaingan yang lebih kuat. Dewasa ini tanpa persaingan tekanan untuk suku bunga kredit pedesaan praktis tidak berjalan. Penurunan suku bunga KUPEDES baru menurun hingga 27% dari 32% per tahun setelah Danamon meluncurkan program Danamon simpan pinjam dengan suku bunga 24% per tahun. Estimasi kasar menunjukkan penurunan suku bunga KUPEDES masih ada hingga 22-24% per tahun. Penurunan hingga 22% memungkinkan pembiayaan kegiatan produksi pertanian yang lebih luas dan juga akan memberikan tekanan untuk penurunan suku bunga pada lembaga keuangan informal.
	Mendirikan kredit biro untuk memperbaiki informasi asimetris yang dialami oleh UKM, khususnya dalam membedakan para peminjam yang baik dengan debitur yang nakal. Biro kredit dapat bekerja pada dua tingkatan, yaitu tingkatan yang paling umum dan luas adalah memberikan informasi tentang creditworthiness peminjam dan tingkatan yang lebih sempit memberikan informasi tentang lembaga keuangan mikro dan BPR yang baik dan buruk. Yang terakhir menjadi penting mengingat tidak semua perbankan cocok untuk terjun langsung dalam pembiayaan UKM. Sebagian bisa disalurkan melalui lembaga keuangan mikro atau BPR yang memiliki keunggulan komparatif dalam biaya transaksi penyaluran kredit, terutama untuk skala kecil dan mikro. Dengan mengetahui kondisi BPR atau lembaga keuangan mikro, Bank Umum dapat menyalurkan kredit berdasarkan risiko dari masing-masing institusi. Mekanisme ini bukan hanya mengurangi risiko juga akan memberikan insentif bagi perbaikan kualitas pengelolaan UKM. 
	Agenda lain adalah mempercepat program sertifikasi tanah mengingat dewasa ini hanya 20% dari persil tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan  Thailand yang telah memiliki persentase tanah yang bersertifikat hingga 80%. Program sertifikasi ini harus disertai dengan reformasi agraria sehingga memperjelas hak akan tanah serta menghilangkan tumpang tindih pemilikan. Jika reformasi tanah diikuti pula dengan program pengalihan Pajak Bumi Bangunan menjadi pajak daerah, PBB bisa menjadi sumber andalan penerimaan asli daerah sehingga mengurangi keinginan (temptation) Pemda untuk memungut retribusi atau pajak daerah yang tidak memiliki rasionalitasnya dan cenderung meningkatkan biaya berbisnis di daerahnya.
	Kebijakan publik di atas hanya akan efektif jika diikuti dengan reformasi dalam bidang hukum sehingga meningkatkan efektivitas pemaksaan (enforcement) dalam pelaksanaan UU Pertanahan, UU Perlindungan Kreditor dan Debitor.

Segmen kebijakan kedua adalah pada tingkatan perusahaan. Ketidaksempurnaan informasi dalam proses produksi atau pemasaran sering kali memaksa perusahaan harus melakukannya secara internal walaupun pilihan ini bukan merupakan pilihan yang efisien. Perusahaan menengah dan kecil sering kali lebih efisien dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu dibandingkan jika harus dilakukan sendiri oleh perusahaan besar. Mendorong program kemitraan dapat menjadi solusi yang tergolong win-win dengan syarat program kemitraan tersebut:
	Memfasilitasi bukan menggantikan transaksi antarperusahaan
	Mengurangi risiko dan biaya transaksi yang diakibatkan belum terbangunnya pasar keuangan dan skala ekonomi dari UKM.
	Mengaitkan program aksi dalam sisi penawaran (membangun kemampuan UKM) dengan program aksi sisi permintaan (meningkatkan permintaan produk UKM)
	Bukan merupakan program sosial melainkan berdasarkan kepentingan ekonomi pelaku ekonomi.
	Tidak mensubsidi transaksi secara langsung.
	Mempunyai jalan keluar secara alami.

Program kemitraan ini bukanlah hal baru seperti pengalaman keiretsu system di Jepang yang perusahaan besarnya mempunyai hubungan jangka panjang dengan supplier-nya. Dalam kasus Indonesia, kerja sama perusahaan sepeda motor dengan bengkel resminya merupakan salah satu contoh. Untuk mendorong program ini, yang dibutuhkan adalah reformasi dalam Undang-undang Persaingan dan Perlindungan Usaha Kecil karena UU yang ada sekarang masih belum mampu menjawab tantangan di atas.  Tatanan kelembagaan hukum ini dibentuk untuk menjamin terciptanya kompetisi secara wajar dan adil yang pada gilirannya akan menutup kemungkinan adanya praktik-praktik pasar nonkompetitif, seperti monopoli atau oligopoli.​[6]​ Dengan kecenderungan teknik produksi yang mengarah pada outsourcing, undang-undang ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas pada industri kecil untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan secara implisit memberikan perlindungan terhadap UKM.

Dua kelompok segmen kebijakan di atas belum cukup untuk mendorong peningkatan produktivitas seperti yang diinginkan. Diperlukan sekolompok kebijakan yang secara spesifik  membantu UKM untuk berkembang. Umumnya kebijakan ini bersifat komplemen terhadap kedua kelompok kebijakan di atas. Beberapa kebijakan spesifik adalah sebagai berikut:
 	
	Penciptaan lembaga penjamin yang bekerja sebagai perantara dalam menjamin kredit dari pengusaha kecil dan menengah. Adanya lembaga penjamin ini akan menekan biaya kredit yang harus dipikul oleh UKM hingga 3-4%. Menggunakan referensi bunga yang diterapkan oleh Bank Danamon dewasa ini sekitar 24%, tersedianya lembaga penjamin kredit ini dapat menekan biaya bunga kredit hingga 20%. Peran Pemerintah Daerah akan sangat menonjol dalam menunjang terciptanya lembaga penjamin ini. Dewasa ini beberapa daerah telah merintis pembentukan lembaga penjamin ini untuk menggantikan program kredit bergulir yang tidak mencapai sasaran. Hambatan dalam kerangka kerja lembaga ini (institutional framework) dirasakan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga memerlukan bantuan teknis dari pemerintah pusat. Sosialisasi dan program edukasi tentang bekerjanya lembaga ini juga perlu dilakukan, terutama pada anggota DPRD.
	Untuk mengurangi dampak buruk dari tersedianya lembaga penjamin di atas  - yang dapat menyebabkan bank menjadi kurang hati-hati dalam melakukan evaluasi pinjaman –, dibutuhkan dua institusi tambahan yaitu biro kredit dan jasa konsultan yang bekerja untuk kepentingan perbankan atau UKM yang hasil laporannya dapat menjadi barang publik. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya kesulitan dari pihak perbankan - bahkan BPR sekalipun - untuk mengetahui sektor-sektor apa yang prospektif untuk dibiayai oleh mereka.
	Dari sisi permintaan, walaupun jika permasalahan dalam sisi penawaran pembelanjaan industri kecil dapat terselesaikan, persoalan internal  dalam usaha kecil masih menghambat mereka untuk memenuhi prosedur administrasi kredit perbankan. Tingkat  pengetahuan dan pendidikan pemilik atau manajer usaha kecil yang rendah merupakan salah satu penyebabnya. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara simultan yaitu melalui penyederhanaan prosedur dan sekaligus peningkatan pengetahuan manajer melalui training atau penerbitan buku pintar. 
	Missing market menimbulkan permasalahan dalam pemasaran produk UKM. Sistem pembayaran konsinyasi - yang secara implisit berarti UKM memberikan kredit pada usaha besar- dapat diatasi dengan menciptakan lembaga anjuk piutang (factoring) khusus bagi produk UKM. UKM dapat menjual piutang barangnya pada lembaga ini dengan discount tertentu dan menukarkannya dengan uang tunai. Tidak seperti dalam hal penyaluran kredit, asimetri informasi yang dihadapi oleh lembaga factoring relatif kecil, karena piutang terjadi pada industri besar yang reputasinya lebih baik. Permasalahan dalam pemasaran yang menjadi kendala bagi UKM, selain masalah keuangan, selain diatasi dengan penyediaan lembaga factoring, juga dapat diatasi dengan dua program. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal (pembebasan PPN misalnya) bagi iklan yang dipasang oleh UKM pada media elektronik atau media massa.​[7]​ Yang kedua adalah membantu riset pemasaran bagi produk industri kecil.​[8]​
	Kendala produktivitas dan teknologi  tetap masih membutuhkan pendekatan bukan pasar. Pemerintah harus memperbanyak training baik dalam segi produksi maupun manajemen untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dari tenaga kerja di industri kecil. Dalam mengatasi kendala teknologi terutama dalam industri tekstil, modernisasi peralatan dapat dilakukan dengan pembiayaan kredit lunak. Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir telah menyalurkan dana untuk keperluan modernisasi tersebut.

Namun, terdapat keterkaitan kuat di antara masalah yang dihadapi tersebut sehingga mempunyai implikasi kelembagaan yaitu masalah industri kecil atau usaha kecil harus ditangani secara terpadu oleh suatu institusi profesional yang mempunyai akses dan dukungan yang kuat terhadap aspek finansial, pemasaran, dan peningkatan kemampuan teknis produksi dan manajerial. Institusi ini tidak terlibat secara langsung, melainkan berfungsi sebagai mediator atau katalisator untuk mendorong berfungsinya mekanisme pasar agar dapat berfungsi dengan baik dan mendukung pengembangan industri kecil mengikuti kecenderungan yang terjadi di negara-negara industri.

Diagram 1 akan memperjelas hubungan antara masalah kelembagaan di atas dengan produktivitas industri kecil. Dengan tatanan kelembagaan yang berlaku seperti dewasa ini, industri kecil akan memproduksi output pada titik A,  yang sebagian barangnya diproduksi oleh industri besar dan sisanya oleh industri kecil. Perbaikan tatanan kelembagaan akan memungkinkan perekonomian untuk berproduksi di titik B yang terletak pada Production Possibilities Frontier yang lebih tinggi.

Hal ini berarti, dengan jumlah unit input yang sama, industri kecil mampu menghasilkan lebih banyak output. Pertumbuhan dalam Total Factor Productivity (TFP) terjadi. Melalui spilover effect, perbaikan TFP akan diterjemahkan dalam perbaikan efisiensi produksi dalam sektor lain walaupun dalam skala yang relatif rendah. Kenaikan efisiensi industri kecil yang relatif besar akan menghasilkan kenaikan tingkat pengembalian ekonomi sektor ini. Hal ini pada gilirannya akan mempengaruhi harga faktor produksi. Dengan penawaran tenaga kerja yang sangat elastis, kenaikan tingkat pengembalian ekonomi akan diterjemahkan dalam kenaikan penyerapan tenaga kerja. 

Jadi, - jika masalah-masalah di atas teratasi-, pendekatan nonpasar seperti program Bapak Angkat atau Kemitraan yang dipaksa seperti dewasa ini - yang lebih kuat muatan politisnya - praktis tidak diperlukan. Program keterkaitan akan berjalan secara otomatis dengan saling menguntungkan. Dua faktor yang menyebabkan kembali menguatnya peranan industri kecil di negara-negara industri, yaitu deglomerasi atau spesialisasi dan perkembangan teknologi komputer, telah memperbaiki kualitas dan produktivitas industri kecil dan menengah relatif terhadap metode produksi masal yang telah mendominasi selama 150 tahun (Carlsson, 1989).

Diagram 1
Dampak Perubahan Tatanan Kelembagan terhadap
Output Industri Kecil dan Total Output


       


                                                                                                                                             
                   
                                             









                                                                                      




Kesimpulan: Agenda Besar untuk Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunkan Pengangguran.

Tantangan ini tidak mudah dicapai mengingat beberapa hal. Pertama, transisi politik menuju demokrasi masih belum berjalan seperti yang diinginkan dan membutuhkan waktu untuk membawa hasil. Akibatnya, terdapat biaya transisi yang harus ditanggung bersama. Kedua, kesadaran masyarakat tentang arti demokrasi belum sepenuhnya berjalan, terbukti dari tipisnya kelompok pembayar pajak (apalagi pembayar pajak yang patuh dan benar) dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap subsidi. Rezim otokrasi di bawah Presiden Soeharto dapat melakukan pembangunan tanpa membebani rakyat – malah menghamburkan subsidi – tetapi membebankannya kepada “alam” dan utang. Rezeki minyak dan gas dan utang luar negeri telah menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang tidak berkelanjutan.  Memori terhadap “hidup enak” ini menyulitkan pemerintah dalam masa transisi dan mengalami keterbatasan sumber daya dan  akses terhadap sumber eksternal untuk melakukan penyesuaian yang tidak populer tetapi perlu. Keadaan sekarang dipersulit dengan kenyataan bahwa kita menghadapi kekosongan dalam kepemimpinan.  Ketiga, globalisasi dan revolusi teknologi informasi menyebabkan suasana lingkungan ekonomi dunia berbeda jauh dibandingkan pada saat Jepang – atau bahkan Korea - membangun industrinya. Perubahan yang begitu cepat menyebabkan kita tidak bisa lagi menunggu dan membuang-buang waktu. Jumlah pesaing pun makin banyak dan beragam. Analisis daya saing yang dilakukan oleh McKinsey dan LPEM menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia hingga kini masih lumayan dan tergolong maju di antara negara ASEAN. Namun, seandainya saja kita bisa mempertahankan  posisi daya saing kita seperti di masa lalu, kita tetap akan kalah karena negara-negara lain jauh lebih progresif dibandingkan kita.  Yang mengkhawatirkan justru adanya gerakan yang membalikkan trend yang ada sekarang menuju rezim yang proteksionis. 

Menghadapi tantangan di atas, agenda pertama yang menjadi prasyarat dan konsisten dengan suasana Pemilu adalah kebutuhan untuk memilih pemimpin yang progresif yang memiliki visi jauh ke depan. Keberanian untuk melakukan reformasi untuk menciptakan kapasitas perekonomian untuk bersaing sangat kita butuhkan. Kita tidak bisa lagi minta waktu untuk mempersiapkan diri karena negara lain sudah bergerak dengan cepat dan siap untuk bertarung. Gradual approach mungkin masih bisa diterima tetapi speed of adjustment harus ditingkatkan. Karena banyak hal yang bersifat kelembagaan yang mesti disiapkan, presiden mendatang belum bisa menjanjikan hasil minimal dalam dua atau tiga tahun. Baru pada tahun ketiga – jika ia beruntung – dapat menuai hasil. Presiden Megawati sebetulnya tergolong beruntung karena dapat memanfaatkan atau mengkapitalisasi stabilitas makroekonomi dan masa pemerintah terakhir untuk mendorong reformasi yang lebih cepat dengan menekankan agenda-agenda yang tidak mempunyai trade-off antara tujuan ekonomi dan politik. Bagi para pesaingnya, implementasi proses reformasi mempunyai time lag sementara rakyat dan tantangan tidak bisa menunggu lagi. 

Beberapa agenda mikroekonomi yang akan didukung dan tidak mempunyai dampak trade-off adalah sebagai berikut dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pertama, penyelesaian masalah perburuhan menjadi krusial. Di mulai dengan kebijakan upah minimum yang makin tidak bisa diprediksi. UMR tahun 2002 di beberapa daerah tidak disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Di Jakarta, misalnya, UMR ditetapkan berdasarkan rata-rata pendapatan per kapita bukan kebutuhan hidup minimum seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penetapan UMR yang demikian menyebabkan prediktibilitas kebijakan menjadi kabur. Padahal, prediktibilitas menjadi unsur penting dalam investasi karena memungkinkan pengusaha untuk menghitung biaya per unit dengan pasti. Di samping masalah UMR, kebijakan perburuhan tidak kondusif dan jelas menyebabkan biaya untuk mempekerjakan buruh (hiring cost) menjadi relatif mahal. Betapa tidak, walaupun pengusaha secara relatif bebas merekrut karyawan (free entry), mereka menjadi relatif tidak bebas dalam mem-PHK-kan karyawannya walaupun karyawannya tidak berprestasi atau melakukan tindakan kriminal. Akibatnya, secara implisit biaya perekrutan tenaga kerja menjadi mahal (walaupun upahnya relatif tidak mahal). Proteksi yang berlebihan terhadap buruh akan menyebabkan rigiditas dalam pasar tenaga kerja dan akan menyulitkan proses penyesuaian dalam perekonomian. Pengalaman di negara-negara Amerika Latin yang kerap terkena goncangan dan kurang berkembang yang proteksi dan rigiditas pasar tenaga kerjanya tinggi dan perbandingan dengan pasar tenaga kerja di negara Asia Timur yang pasarnya tenaga kerja relatif tidak terproteksi (dan relatif tidak rigid) seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam membuat pasar tenaga kerja yang sehat. Dalam hal ini menjadi sangat penting bagi aktivis serikat buruh bersama-sama pemerintah dan asosiasi pengusaha untuk meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Perlindungan terhadap buruh dapat dilakukan dengan memperkuat law enforcement dengan menghukum secara tegas para pengusaha yang melanggar konvensi internasional dalam perlindungan terhadap buruh tanpa harus menambah aturan-aturan baru.

Iklim usaha juga dipengaruhi oleh kebijakan lain. Menjadi sangat penting bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk melakukan penyederhanaan peraturan dan melakukan rasionalisasi pajak atau pengutan. Akan menjadi sangat mahal jika pemerintah (terutama pemerintah daerah) baru menyadari dampak kebijakan pajak atau retribusi yang memberatkan jika proses realokasi telah terjadi. Di samping itu, pemerintah harus secara konsisten mendorong upaya untuk mengurangi korupsi. Pengurangan korupsi ini diharapkan akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap iklim investasi dan pada gilirannya penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan ketiga lainnya adalah bagaimana merevitalisasikan dan memberikan otonomi (bagi) Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Bukan rahasia lagi BLK milik pemerintah dewasa ini praktis sepi dari peminat karena kurangnya respons terhadap permintaan pasar. Revitalisasi BLK ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian dari keuntungan PT Jamsostek dan dana pungutan atas tenaga ekspatriat yang tidak jelas alokasinya. 

Kebijakan keempat adalah melakukan diplomasi  terhadap pemerintah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, serta Hongkong untuk mempermudah proses perekrutan terhadap TKI Indonesia. Penyederhanaan izin disertai dengan reformasi dalam Depnaker (dan Ditjen Imigrasi) akan menurunkan biaya bagi TKI untuk bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan hal ini menjadi penting pula perubahan tingkah laku TKI dalam menghadapi peraturan lokal. Perubahan peraturan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia didorong oleh tingkah TKI sendiri yang membuat pemerintah Malaysia pusing dan akhirnya memperketat aturan. Wawancara di televisi menunjukkan banyak TKI ilegal sebetulnya secara sadar mengilegalkan diri karena ingin mengakali peraturan lokal yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan jangka pendek. Seperti dalam banyak hal lain, introspeksi berlaku untuk kita semua, bukan sekadar menyalahkan pemerintah saja.

Langkah reformasi dalam sistem hukum merupakan fondasi bagi terciptanya mekanisme atau sistem baik untuk menciptakan aturan main baru atau melaksanakan aturan main lama dan sekaligus menciptakan suatu penyelesaiaan konflik. Bagi pelaku bisnis, hal ini akan menciptakan ketidakpastian dan mengurangi cost of doing business jika mekanismenya diciptakan dengan tepat. 

Reformasi dalam sistem birokrasi juga akan memperlancar usaha memerangi korupsi yang bukan hanya menciptakan biaya ekonomi tinggi tetapi juga mengurangi kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator. Pemberantasan korupsi merupakan tema kampanye yang paling baik dan paling laku untuk dilakukan. Jika hal ini dilakukan oleh Pemerintah Megawati, langkah ini adalah langkah yang positif dan merupakan nilai plus di tengah keraguan masyarakat terhadap janji pemimpin baru untuk memerangi korupsi. Langkah pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara meminta para pemimpin, baik yang sedang memerintah maupun yang akan memerintah, melakukan pembuktian tentang bagaimana hartanya diperoleh. 

Agenda yang sebetulnya tidak mempunyai trade-off jika dikemas dengan baik adalah pembangunan infrastruktur. Beberapa jenis infrastruktur yang penyesuaian harganya telah mendekati biaya ekonomi dapat dipercepat proses pembangunannya dengan cara mempercepat pembuatan aturan main yang operasional dalam bentuk PP atau Kepres atau Kepmen serta menghilangkan tumpang tindih dari aturan main tersebut. Langkah berikutnya adalah dengan cara memperkenalkan sistem penentuan harga yang lebih fleksibel dan mengurangi kandungan politik dalam penentuannya. Misalnya, tarif listrik atau tol tidak perlu dijadikan Keppres atau Keputusan DPRD tetapi cukup diputuskan oleh suatu Komite Independen atau paling  tinggi hanya KepMen saja. Pembangunan infrastruktur pun akan banyak tertolong dengan reformasi dalam sistem peradilan dan hukum terutama berkaitan dengan masalah pembebasan tanah yang makin sulit sebagian akibat tumpang tindihnya pemilikan.

Agenda terakhir adalah jika privatisasi secara politis sukar dilakukan, maka yang dapat dilakukan untuk memacu perbaikan efisiensi adalah membuka pasar dan mengurangi tingkat proteksi kepada pelaku lama. Penciptaan pasar akan mendorong para pelaku monopoli untuk memperbaiki diri jika tidak ingin dikalahkan. Sudah banyak contoh dari langkah positif pembukaan pasar, antara lain dalam industri penerbangan dan TV. Garuda Indonesia masih menikmati pangsa pasar yang cukup besar karena berhasil melakukan perubahan. Dulu saat monopoli, tidak ada permintaan maaf dari awak Garuda kalau terlambat, tetapi sekarang mereka terpaksa mengirim pesawat kosong dari Jakarta untuk menjemput penumpang dari Batam karena mereka kuatir pasarnya diserobot oleh maskapai lain. Contoh serupa dalam kasus TV. TVRI kembang kempis karena penyesuaiannya sangat terlambat dan akibatnya pangsa pasar mereka terlanjur diambil oleh TV swasta. Jika proses pembukaan pasar ini dapat dilanjutkan pada industri-industri lain seperti listrik, telekomunikasi, dan lain-lain termasuk industri besi baja yang masih sangat diproteksi, niscaya manfaatnya akan segera terasa. Ambil contoh dalam industri telekomunikasi. Munculnya teknologi CDMA menimbulkan inovasi berupa fixed wireless telephone yang merupakan jenis alat telekomunikasi di tengah-tengah antara mobile dan fixed line phone. Konsumen diuntungkan bukan hanya makin banyak variasi dan pelaku, tetapi juga menyebabkan harga percakapan untuk mobile phone juga bisa ditekan. Proses penyesuaian ini tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Lihat saja bagaimana kompetisi di antara fixed wireless phone antara Telkom Flexi, Esia, dan Mobile 8 yang muncul dalam waktu kurang dari 6 bulan. 

Langkah-langkah di atas jika diikuti dengan kebijakan publik yang tepat dalam mendorong peningkatan peran UKM, niscaya bukan hanya akan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8% pada akhir tahun 2008-2009 hingga dekade mendatang, tetapi juga akan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan dalam kotak 1 dan kotak 2.
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^6	  Tidak semua bentuk pasar nonkompetitif harus dilarang. Untuk sebagian industri yang sensitif terhadap skala ekonomi, bentuk pasar oligopoli hampir tidak terhindari.
^7	  	Karena media massa mendapat subsidi harga kertas koran, Pemerintah dapat memaksa koran-koran nasional atau kuat untuk menyediakan kaplingnya bagi iklan yang dipasang oleh industri kecil dengan harga spesial.
^8	  	Masalah baru akan timbul yaitu bagaimana membuat hasil riset tersebut menjadi barang publik dan aksesibel bagi industri kecil. Di AS, permasalahan ini dapat diatasi dengan menempatkannya dalam internet. Perpustakaan dapat menjadi media untuk mengatasi hal ini karena hampir di setiap ibukota Kabupaten sudah terdapat perpustakaan umum.
